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Penelitian ini dilatarbelakangi tingginya jumlah anak yatim dan terlantar
yang terdapat di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan data yang dirilis oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016, terdapat
sekitar 1911 anak laki-laki dan 1771 anak perempuan yatim serta terlantar yang
berada di 19 kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Sebagian dari mereka
ditengarai bermukim di panti asuhan, melihat jumlah panti asuhan yang ada
terbilang cukup banyak. Pengelolaan terhadap harta atau donasi yang diberikan
baik oleh masyarakat atau dinas terkait kepada anak yatim yang bermukim di
panti asuhan, kiranya menjadi bagian penting dalam konteks penelitian ini.
Sehingga penulis tertarik dalam penelitian ini terkait bagaimana hukum positif
dan hukum Islam meninjau permasalahan pengelolaan harta anak yatim,
khususnya di panti asuhan Al-Muslimun Kepatihan dan Al-Husna Boyolangu
Tulungagung.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengelolaan harta anak yatim
yang dilakukan di panti asuhan Al-Muslimun Kepatihan, dan Al-Husha
Boyolangu Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana pengelolaan harta anak yatim
yang dilakukan di panti asuhan Al-Muslimun Kepatihan, dan Al-Husha
Boyolangu berdasarkan tinjauan hukum positif? 3) Bagaimana hukum
pengelolaan harta anak yatim yang dilakukan di panti asuhan Al-Muslimun
Kepatihan, dan Al-Husna Boyolangu berdasarkan tinjauan hukum Islam?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengelolaan harta
anak yatim di panti asuhan Al-Muslimun Kepatihan, dan Al-Husna Boyolangu
Kabupaten Tulungagung. 2) Untuk mengetahui apakah pengelolaan harta anak
yatim di panti asuhan Al-Muslimun Kepatihan, dan Al-Husna Boyolangu
Kabupaten Tulungagung telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang ada. 3)
Untuk mengetahui apakah pengelolaan harta anak yatim di panti asuhan Al-
Muslimun Kepatihan, dan Al-Husna Boyolangu Kabupaten Tulungagung telah
sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode
penelitian yang bersifat kualitatif, dengan melakukan penelitian secara langsung
dilapangan (field research), baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Serta menggunakan pendekatan analisis deskriptif guna menggambarkan terkait
pengelolaan harta anak yatim di panti asuhan Al-Muslimun Kepatihan, dan Al-
Husna Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pengelolaan terkait dengan
harta atau donasi yang berasal dari masyarakat atau dinas terkait di panti asuhan
Al-Muslimun Kepatihan dan Al-Husna Boyolangu ditasharrufkan untuk
pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak asuh yang ada, meliputi: kebutuhan
makan, minum, pendidikan, kesehatan, fasilitas atau perlengkapan anak, gaji
pengasuh, pembayaran tagihan listrik, biaya rekreasi setiap akhir tahun untuk
anak, serta kebutuhan penting lainnya yang ada di panti asuhan. 2). Pengelolaan
harta serta pemenuhan kebutuhan anak asuh yang berada di panti asuhan Al-
Muslimun Kepatihan serta Al-Husna Boyolangu Tulungagung kiranya telah
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, meliputi:
Ketentuan UUD Tahun 1945, UU No. 1 tahun 1974, UU No. 35 tahun 2014
tentang Perlindungan Anak, Inpres No. 1 tahun 1991 (KHI), UU No. 4 tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial. 3). Pengelolaan harta anak yatim di panti asuhan Al-Muslimun Kepatihan
dan Al-Husna Boyolangu dapat dihukumi telah berjalan dengan baik dan sesuai
dengan ketentuan yang terdapat di dalam QS. Al-Isra’ ayat 34, Al-An’am ayat
152, An-Nisa’ ayat 6, As-Sunnah, dan pendapat para fuqaha’.
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The background of this study is existence of fact that point that amount of
fatherless child and displaced people in Tulungagung is thought still many
enough. Beside on Central Agency on Statistics data in Tulungagung in 2016,
available about 1911 fatherless boys and 1771 fatherless girls who displaced.
Where some of them stay in orphanage that available in Tulungagung. With that
fact, the protection and fulfillment of fatherless children right become important
part in the context of postivie law and Islamic law about the management of
fatherless child property problem in orphanages of Tulungagung, especially
orphanage Al-Muslimun Kepatihan and Al-Husna Boyolangu.

The study focus are: 1) How is management of fatherless child property
done in orphanage Al-Muslimun Kepatihan and Al-Husna Boyolangu
Tulungagung? 2) How is management of fatherless child property done in
orphanage Al-Muslimun Kepatihan and Al-Husna Boyolangu Tulungagung
beside on positive law? 3) How is management of fatherless child property done
in orphanage Al-Muslimun Kepatihan and Al-Husna Boyolangu Tulungagung
beside on Islamic law? And then the purpose of this study are: 1) to know
management of fatherless child property done in orphanage Al-Muslimun
Kepatihan and Al-Husna Boyolangu Tulungagung. 2) to know management of
fatherless child property done in orphanage Al-Muslimun Kepatihan and Al-
Husna Boyolangu Tulungagung beside on positive law. 3) to know management
of fatherless child property done in orphanage Al-Muslimun Kepatihan and Al-
Husna Boyolangu Tulungagung beside on Islamic law?

The writer used qualitative in study method and did the study with field
research, through interview, observation, documentation and while the method of
data analysis in this study’s description analysis to describe about management of
fatherless child property in orphanage Al-Muslimun Kepatihan and Al-Husha
Boyolangu Tulungagung.
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The result of this study indicates that: 1) Management about property and
donation that done in orphanage Al-Muslimun Kepatihan and Al-Husna
Boyolangu is spent for fulfilling the daily needs of orphan children, such as foods,
drinkings, education, health, children equipment, caregivers salary, payment of
electricity bills, recreation and more important needs.The comparation, the
management in orphanage Al-Muslimun Kepatihan with Al-Husna Boyolangu
still thought better that available in orphanage Al-Husna Boyolangu. Because the
acountibility report of management is done every 3 months routinely to manager
of MWC NU Boyolangu directly, and while in orphanage Al-Muslimun
Kepatihan is not availbale about that. 2) Management of property and needs
fulfillment for orphan children that stay in orphanage Al-Muslimun Kepatihan and
Al-Husna Boyolangu with look at law aspect available as written as in provisions
of legislation, those are: UUD 1945, UU No. 1/1974, UU No. 35/2014, Inpres No
1/1991 (KHI), UU No 4/1979 about Children Welfare, UU N0.11/2009 about
Social Welfare and other provisions that assassed have been done well by both of
orphanages. 3) Management of fatherless child in orphanage Al-Muslimun
Kepatihan and Al-Husna Boyolangu can be justificated that have worked well as
provisions in QS. Al- Isra: 34, Al-An’am: 152, An-Nisa’: 6, As-Sunnah, and the
opinions of muslim elders there.
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